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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Pengaturan Hukum Asas Proporsionalitas dan Diskresi Kepolisian dalam Pengamanan Unjuk Rasa Mahasiswa
Pengamanan unjuk rasa mahasiswa pada dasarnya harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian dalam negara hukum. Negara memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa tidak boleh hanya dilihat sebagai tindakan menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak boleh secara sewenang-wenang membatasi warga negara dalam menyampaikan pikiran, sikap, atau kritik terhadap kebijakan publik. Dalam konteks ini, mahasiswa yang melakukan unjuk rasa memiliki dasar konstitusional selama kegiatan tersebut dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

Meskipun kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh hukum, kebebasan tersebut bukan berarti dapat dilaksanakan tanpa batas. Setiap warga negara tetap wajib memperhatikan hak orang lain, ketertiban umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kepolisian memiliki peran untuk memastikan agar unjuk rasa mahasiswa tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.

Pengaturan lebih khusus mengenai unjuk rasa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas. Dengan demikian, unjuk rasa mahasiswa tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang dilarang, melainkan sebagai kegiatan yang sah sepanjang memenuhi syarat hukum.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pikiran secara bebas. Hak ini menjadi dasar bahwa mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap pemerintah atau lembaga tertentu. Namun, hak tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan tanggung jawab hukum agar tidak berubah menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Selain memiliki hak, peserta unjuk rasa juga memiliki kewajiban. Kewajiban tersebut antara lain menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, menjaga keamanan, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi peserta aksi, tetapi juga mengatur agar pelaksanaan aksi tidak merugikan masyarakat luas.

Dalam hal ini, kepolisian memiliki tugas untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak menyampaikan pendapat dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kepolisian tidak boleh bersikap terlalu represif terhadap peserta aksi, tetapi juga tidak boleh membiarkan aksi berkembang menjadi tindakan yang melanggar hukum. Keseimbangan tersebut menjadi dasar penting bagi penerapan asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa, ketiga tugas tersebut harus berjalan secara bersamaan. Artinya, polisi harus mampu menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.

Asas proporsionalitas dalam tindakan kepolisian merupakan prinsip yang mengharuskan tindakan aparat sebanding dengan ancaman atau gangguan yang dihadapi. Dalam pengamanan unjuk rasa, hal ini berarti bahwa tindakan polisi tidak boleh melebihi kebutuhan pengamanan. Apabila massa masih tertib, maka tindakan yang dilakukan cukup berupa pengawalan, pengaturan, dan imbauan, bukan tindakan keras.

Prinsip proporsionalitas juga berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian. Penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap, mulai dari kehadiran petugas, perintah lisan, kendali tangan kosong, penggunaan alat kendali, hingga tindakan yang lebih tegas apabila terdapat ancaman yang serius. Tahapan tersebut menjadi batas agar tindakan polisi tidak dilakukan secara tiba-tiba dan berlebihan.

Dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa, tindakan kepolisian harus terlebih dahulu mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif. Pendekatan ini penting karena unjuk rasa pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian aspirasi, bukan tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan baru dapat dibenarkan apabila situasi telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan orang atau fasilitas umum.

Pengaturan hukum mengenai diskresi kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi memberikan kewenangan kepada anggota Polri untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum. Namun, kewenangan ini tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak, karena tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Diskresi diperlukan karena tidak semua situasi di lapangan dapat diatur secara rinci oleh hukum tertulis. Dalam pengamanan unjuk rasa, kondisi massa dapat berubah dengan cepat, misalnya terjadi provokasi, dorong-dorongan, pemblokiran jalan, atau ancaman perusakan fasilitas umum. Dalam situasi seperti itu, anggota kepolisian harus mampu mengambil keputusan cepat tanpa menunggu prosedur yang terlalu panjang.

Meskipun demikian, diskresi tetap memiliki batas hukum. Setiap tindakan yang dilakukan anggota kepolisian harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, diskresi tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang, intimidatif, atau penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan keadaan.

Dalam wawancara dengan Kabag Ops Polres Batubara, Kompol Zulham, S.H., M.H., diperoleh keterangan bahwa pengamanan unjuk rasa mahasiswa selalu didasarkan pada aturan hukum dan prosedur kepolisian. Menurut beliau, anggota yang bertugas di lapangan tidak boleh bertindak berdasarkan emosi, tetapi harus memahami situasi, mengikuti komando, dan memperhatikan keselamatan semua pihak.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengaturan hukum tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi pedoman teknis bagi anggota kepolisian di lapangan. Polres Batubara menempatkan pengamanan unjuk rasa sebagai kegiatan yang harus direncanakan secara matang. Perencanaan tersebut meliputi perkiraan jumlah massa, lokasi aksi, objek yang dituju, serta potensi gangguan keamanan.

Pengaturan hukum juga mengharuskan adanya pemberitahuan tertulis sebelum pelaksanaan unjuk rasa. Pemberitahuan tersebut bukan merupakan izin, melainkan sarana agar kepolisian dapat menyiapkan pengamanan secara proporsional. Dengan adanya pemberitahuan, kepolisian dapat mengetahui maksud, tempat, waktu, dan jumlah peserta aksi sehingga pola pengamanan dapat disesuaikan.

Pembedaan antara pemberitahuan dan izin menjadi penting agar kepolisian tidak menempatkan diri sebagai pihak yang menentukan boleh atau tidaknya masyarakat menyampaikan pendapat. Dalam negara demokrasi, tugas kepolisian bukan membatasi kritik, melainkan memastikan agar penyampaian kritik berlangsung aman dan tertib. Oleh karena itu, kepolisian harus berhati-hati agar tindakan pengamanan tidak berubah menjadi pembatasan hak.

Pengaturan hukum mengenai pengamanan unjuk rasa juga berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat lainnya. Peserta aksi memang memiliki hak menyampaikan pendapat, tetapi masyarakat lain juga memiliki hak untuk menggunakan jalan, memperoleh pelayanan publik, dan merasa aman. Oleh karena itu, kepolisian berwenang melakukan pengaturan sepanjang tindakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan.

Dalam konteks asas proporsionalitas, kepolisian harus menilai apakah tindakan yang diambil benar-benar diperlukan. Apabila gangguan masih dapat diselesaikan melalui dialog, maka penggunaan kekuatan fisik tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila terdapat tindakan anarkis yang membahayakan, kepolisian dapat mengambil tindakan lebih tegas, tetapi tetap harus dilakukan secara bertahap dan terukur.

Menurut Kompol Zulham, S.H., M.H., Polres Batubara selalu menekankan pendekatan persuasif dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan koordinator aksi, imbauan kepada massa, dan pengaturan situasi agar tidak terjadi benturan antara mahasiswa dengan petugas. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kepolisian diarahkan untuk mencegah konflik, bukan menciptakan konflik baru.

Dalam teori hukum kepolisian, kewenangan polisi harus selalu dibatasi oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Polisi memang memiliki kewenangan untuk menggunakan tindakan tertentu, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan secara hati-hati karena menyangkut hak warga negara. Oleh karena itu, asas proporsionalitas menjadi pengingat bahwa kekuasaan kepolisian tidak boleh digunakan secara berlebihan.

Diskresi juga tidak dapat dilepaskan dari konsep kepentingan umum. Dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa, kepentingan umum tidak hanya berarti menjaga fasilitas negara, tetapi juga menjaga keselamatan peserta aksi, masyarakat sekitar, dan anggota kepolisian. Dengan demikian, diskresi harus digunakan untuk melindungi semua pihak, bukan hanya melindungi kepentingan institusi tertentu.

Pengaturan hukum yang ada sebenarnya telah memberikan batasan yang cukup jelas bagi kepolisian. Batasan tersebut terdapat dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan internal Polri. Namun, keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada pemahaman anggota di lapangan. Apabila anggota memahami hukum secara sempit, maka pengamanan dapat menjadi represif. Sebaliknya, apabila hukum dipahami secara humanis, maka pengamanan dapat berjalan lebih seimbang.

Berdasarkan wawancara, Kompol Zulham menjelaskan bahwa anggota Polres Batubara selalu diarahkan agar memahami tugas pengamanan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Peserta aksi tidak diposisikan sebagai musuh, melainkan sebagai warga negara yang sedang menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, anggota harus tetap menjaga sikap, bahasa, dan tindakan agar tidak memancing ketegangan.

Pengaturan hukum juga menempatkan kepolisian sebagai institusi yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa, penghormatan terhadap hak asasi manusia terlihat dari pemberian ruang kepada peserta aksi untuk menyampaikan pendapat. Pembatasan baru dapat dilakukan apabila aksi tersebut melanggar hukum atau menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum.

Dengan demikian, pengaturan hukum asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian memiliki fungsi sebagai pedoman sekaligus pembatas. Sebagai pedoman, aturan tersebut membantu kepolisian menentukan tindakan yang tepat. Sebagai pembatas, aturan tersebut mencegah agar kepolisian tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menghadapi massa mahasiswa.

Dalam praktik hukum administrasi, diskresi merupakan bagian dari kewenangan pejabat publik ketika menghadapi keadaan yang belum diatur secara jelas. Namun, diskresi tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Oleh karena itu, diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus selalu disertai alasan yang rasional, kebutuhan yang nyata, dan tujuan yang sah.

Asas proporsionalitas dan diskresi pada akhirnya saling melengkapi. Diskresi memberikan ruang kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam keadaan konkret, sedangkan proporsionalitas menjadi ukuran apakah keputusan tersebut wajar atau berlebihan. Dengan demikian, diskresi yang baik adalah diskresi yang tetap berada dalam batas proporsionalitas.

Apabila pengamanan unjuk rasa dilakukan tanpa proporsionalitas, maka tindakan kepolisian berpotensi menimbulkan pelanggaran hak masyarakat. Sebaliknya, apabila kepolisian tidak memiliki ruang diskresi, maka petugas dapat kesulitan mengambil keputusan cepat dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, hukum memberikan kewenangan sekaligus batasan agar tindakan kepolisian tetap efektif dan bertanggung jawab.

Kompol Zulham dalam wawancara juga menjelaskan bahwa setiap pengamanan unjuk rasa dievaluasi setelah kegiatan selesai. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tindakan anggota sudah sesuai dengan rencana pengamanan dan prosedur yang berlaku. Evaluasi ini penting agar penerapan asas proporsionalitas dan diskresi tidak hanya berhenti pada saat aksi berlangsung, tetapi juga menjadi bahan perbaikan ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa tidak berdiri sendiri. Pengaturan tersebut merupakan gabungan antara perlindungan hak konstitusional, kewajiban menjaga ketertiban umum, tugas pokok Polri, serta kewenangan menggunakan diskresi dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks Polres Batubara, pengaturan hukum tersebut menjadi dasar bagi Kabag Ops dan anggota kepolisian dalam menyusun pola pengamanan. Pola pengamanan harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan tetap mengutamakan pendekatan persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dibaca sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman bertindak secara manusiawi.

Pengaturan hukum juga menunjukkan bahwa kepolisian tidak boleh menggunakan alasan keamanan untuk membatasi unjuk rasa secara berlebihan. Keamanan memang penting, tetapi harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Dengan demikian, tugas kepolisian adalah menjaga agar unjuk rasa mahasiswa berlangsung aman, bukan menghilangkan ruang kritik mahasiswa.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, maka pengaturan hukum asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik konstitusi, undang-undang, maupun peraturan internal Polri. Pengaturan tersebut pada intinya menghendaki agar tindakan kepolisian dilakukan secara sah, terukur, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak mahasiswa sebagai warga negara.
B. 
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pengamanan Unjuk Rasa Mahasiswa di Polres Batubara
Penerapan asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara dapat dilihat dari cara kepolisian menyesuaikan tindakan pengamanan dengan kondisi nyata di lapangan. Asas ini menuntut agar setiap tindakan anggota tidak dilakukan secara berlebihan, tetapi disesuaikan dengan tingkat kerawanan, jumlah massa, lokasi aksi, dan potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul.

Dalam praktiknya, penerapan asas proporsionalitas sudah dimulai sejak tahap perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Polres Batubara terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap aksi yang akan berlangsung. Pemetaan ini meliputi siapa penyelenggara aksi, apa isu yang dibawa, di mana lokasi aksi, berapa jumlah massa, dan bagaimana kemungkinan perkembangan situasi di lapangan.

Pemetaan tersebut penting karena pengamanan yang proporsional tidak dapat dilakukan tanpa informasi awal. Apabila jumlah personel terlalu sedikit, maka kepolisian dapat kesulitan mengendalikan situasi. Namun, apabila jumlah personel terlalu banyak dan perlengkapan yang digunakan terlalu mencolok, maka peserta aksi dapat merasa terintimidasi. Oleh karena itu, penyesuaian kekuatan pengamanan menjadi bagian penting dari asas proporsionalitas.

Menurut Kompol Zulham, pola pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membangun komunikasi dengan koordinator lapangan, menyampaikan imbauan kepada massa, serta menghindari tindakan yang dapat memancing emosi peserta aksi. Hal ini dilakukan agar aksi tetap berjalan tertib tanpa harus menggunakan tindakan fisik.

Pendekatan persuasif tersebut sesuai dengan karakter unjuk rasa mahasiswa sebagai kegiatan penyampaian aspirasi. Mahasiswa biasanya membawa tuntutan atau kritik terhadap kebijakan tertentu, sehingga kehadiran kepolisian seharusnya tidak langsung dimaknai sebagai upaya pembatasan. Kepolisian harus hadir sebagai pengaman dan pengarah agar penyampaian pendapat berlangsung aman.

Penerapan asas proporsionalitas juga terlihat dari penempatan personel sesuai kebutuhan. Dalam aksi yang dinilai berpotensi rendah, pengamanan lebih diarahkan pada pengaturan lalu lintas, penjagaan lokasi, dan komunikasi dengan massa. Namun, apabila terdapat potensi kerawanan, maka kepolisian dapat menambah personel atau menyiapkan satuan pengendalian massa sebagai langkah antisipasi.

Dalam pengamanan unjuk rasa, Bagian Operasi memiliki peran penting untuk menyusun rencana pengamanan. Rencana tersebut menjadi pedoman bagi satuan lain yang dilibatkan, seperti Samapta, Intelkam, Lantas, dan Binmas. Dengan adanya rencana pengamanan, tindakan anggota di lapangan menjadi lebih terarah dan tidak dilakukan berdasarkan kehendak masing-masing.

Satuan Intelkam berperan dalam mengumpulkan informasi awal mengenai potensi kerawanan aksi. Informasi tersebut membantu pimpinan menentukan pola pengamanan yang sesuai. Jika informasi menunjukkan bahwa aksi akan berlangsung damai, maka tindakan pengamanan tidak perlu berlebihan. Sebaliknya, apabila terdapat potensi provokasi, maka kepolisian dapat menyiapkan langkah antisipasi tanpa langsung melakukan tindakan represif.

Satuan Lalu Lintas juga memiliki peran dalam menjaga agar aksi tidak mengganggu arus kendaraan secara berlebihan. Dalam banyak aksi unjuk rasa, gangguan yang muncul bukan hanya benturan antara massa dan petugas, tetapi juga kemacetan akibat penggunaan badan jalan. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas merupakan bentuk tindakan proporsional yang sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi.

Kompol Zulham menjelaskan bahwa selama massa masih tertib, anggota tidak diperbolehkan mengambil tindakan keras. Anggota diarahkan untuk melakukan pengawalan, penjagaan, dan imbauan. Tindakan yang lebih tegas baru dipertimbangkan apabila massa mulai melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan, merusak fasilitas umum, atau tidak dapat lagi diarahkan melalui komunikasi.

Penerapan proporsionalitas juga tampak dalam cara kepolisian menggunakan perlengkapan pengamanan. Perlengkapan seperti tameng dan helm tidak selalu harus ditampilkan sejak awal, terutama apabila aksi masih berjalan damai. Penampilan perlengkapan pengendalian massa secara berlebihan dapat menimbulkan kesan bahwa polisi bersiap menghadapi musuh, padahal peserta aksi adalah warga negara yang sedang menyampaikan pendapat.

Dalam kondisi aksi berlangsung damai, tindakan yang paling proporsional adalah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Kepolisian cukup memastikan agar aksi tidak keluar dari batas yang telah diberitahukan, tidak mengganggu fasilitas umum secara berlebihan, dan tidak membahayakan masyarakat sekitar. Dengan cara ini, hak mahasiswa tetap terlindungi dan ketertiban umum tetap dijaga.

Apabila terjadi peningkatan ketegangan, kepolisian tetap harus menggunakan tahapan tindakan. Tahapan tersebut dimulai dari peringatan lisan, imbauan melalui pengeras suara, komunikasi dengan koordinator aksi, hingga tindakan pengendalian apabila situasi tidak lagi dapat dikendalikan secara persuasif. Tahapan ini penting agar tindakan kepolisian tidak dianggap tiba-tiba atau berlebihan.

Kompol Zulham menyampaikan bahwa komunikasi dengan koordinator aksi merupakan salah satu kunci keberhasilan pengamanan. Koordinator aksi dapat membantu menyampaikan pesan kepolisian kepada massa dan menenangkan peserta apabila terjadi ketegangan. Dengan demikian, kepolisian tidak selalu harus berhadapan langsung dengan seluruh massa, tetapi dapat menggunakan jalur komunikasi yang lebih efektif.

Kendala dalam penerapan asas proporsionalitas dapat muncul apabila jumlah massa yang hadir tidak sesuai dengan pemberitahuan awal. Kondisi tersebut membuat kepolisian harus menyesuaikan pola pengamanan secara cepat. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus dilakukan secara wajar, misalnya dengan menambah personel pengamanan, bukan langsung menggunakan tindakan keras.

Kendala lain adalah kemungkinan adanya provokator yang memanfaatkan situasi aksi mahasiswa. Dalam keadaan seperti ini, tindakan kepolisian harus diarahkan kepada pihak yang menimbulkan gangguan, bukan kepada seluruh peserta aksi. Hal ini penting agar mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara tertib tidak ikut menjadi korban tindakan pengamanan.

Penerapan asas proporsionalitas juga menuntut anggota kepolisian mampu membedakan antara orasi keras dengan tindakan anarkis. Dalam unjuk rasa, orasi yang keras atau kritik tajam merupakan bagian dari ekspresi penyampaian pendapat. Namun, tindakan seperti merusak fasilitas umum, menyerang petugas, atau membawa benda berbahaya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang memerlukan tindakan pengamanan.

Dalam wawancara, Kompol Zulham menjelaskan bahwa anggota Polres Batubara diarahkan untuk menjaga emosi saat bertugas. Hal ini penting karena emosi petugas dapat memengaruhi tindakan di lapangan. Jika petugas mudah terpancing, maka tindakan yang awalnya bertujuan mengamankan justru dapat memicu benturan dengan massa.

Penerapan asas proporsionalitas juga berhubungan dengan keputusan pembubaran aksi. Pembubaran tidak dapat dilakukan hanya karena aksi tersebut mengkritik pemerintah atau menyampaikan tuntutan yang keras. Pembubaran baru dapat dilakukan apabila aksi melanggar hukum, mengancam ketertiban umum, atau tidak lagi dapat diarahkan melalui cara-cara persuasif.

Dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa, kepolisian juga harus menghindari tindakan diskriminatif. Mahasiswa tidak boleh diperlakukan lebih keras hanya karena membawa isu yang sensitif atau menyampaikan kritik kepada aparat. Kepolisian harus menilai tindakan massa berdasarkan perilakunya di lapangan, bukan berdasarkan isi kritik yang disampaikan.

Kompol Zulham menyampaikan bahwa keberhasilan pengamanan bukan diukur dari seberapa kuat polisi menekan massa, tetapi dari kemampuan menjaga situasi tetap aman tanpa menimbulkan korban atau konflik baru. Pandangan ini menunjukkan bahwa pengamanan unjuk rasa di Polres Batubara diarahkan pada pendekatan humanis dan terukur.

Penerapan asas proporsionalitas juga membutuhkan dokumentasi kegiatan. Dokumentasi dapat berupa foto, video, laporan situasi, maupun catatan tindakan yang dilakukan anggota. Dokumentasi ini berguna untuk menilai apakah tindakan kepolisian sudah sesuai prosedur, sekaligus menjadi bahan evaluasi apabila terjadi permasalahan setelah aksi selesai.

Evaluasi pascapengamanan menjadi bagian penting dalam penerapan asas proporsionalitas. Berdasarkan wawancara, setelah kegiatan selesai, Polres Batubara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan. Evaluasi tersebut meliputi apakah jumlah personel sudah sesuai, apakah komunikasi berjalan baik, dan apakah ada tindakan anggota yang perlu diperbaiki.

Evaluasi juga bermanfaat untuk memperbaiki pola pengamanan pada kegiatan berikutnya. Apabila ditemukan kekurangan dalam perencanaan atau pelaksanaan, maka pimpinan dapat memberikan arahan agar kesalahan yang sama tidak terulang. Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas tidak hanya berlangsung pada saat aksi, tetapi juga dalam proses pembelajaran organisasi.

Dalam konteks pengamanan mahasiswa, pendekatan humanis menjadi bagian dari proporsionalitas. Polisi yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah diterima oleh peserta aksi dibandingkan polisi yang hanya menunjukkan kekuatan. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi petugas merupakan faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Penerapan asas proporsionalitas juga terlihat dari upaya kepolisian menjaga keseimbangan antara hak peserta aksi dan hak masyarakat umum. Mahasiswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi kepolisian tetap mengatur agar kegiatan tersebut tidak menghambat kepentingan masyarakat secara berlebihan. Keseimbangan ini menjadi ukuran apakah pengamanan telah berjalan secara tepat.

Apabila aksi dilakukan di depan kantor pemerintahan atau fasilitas publik, kepolisian harus memastikan agar penyampaian aspirasi tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan publik secara berlebihan. Dalam situasi seperti ini, pengaturan area aksi, jalur masuk, dan akses masyarakat menjadi bentuk tindakan proporsional yang diperlukan.

Penggunaan pengeras suara untuk menyampaikan imbauan juga merupakan bentuk penerapan asas proporsionalitas. Melalui imbauan, massa diberi kesempatan untuk menyesuaikan sikap sebelum kepolisian mengambil langkah lebih lanjut. Dengan demikian, tindakan pengamanan tidak langsung menggunakan kekuatan fisik, melainkan mengutamakan komunikasi terlebih dahulu.

Kompol Zulham menjelaskan bahwa dalam pengamanan mahasiswa, anggota tidak boleh membawa sikap permusuhan. Mahasiswa dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi. Sikap ini penting karena apabila polisi memandang mahasiswa sebagai lawan, maka pengamanan akan cenderung menjadi keras dan tidak proporsional.

Meskipun demikian, asas proporsionalitas tidak berarti bahwa kepolisian harus selalu pasif. Apabila terdapat tindakan yang membahayakan keselamatan, kepolisian tetap dapat mengambil tindakan tegas. Namun, tindakan tegas tersebut harus diarahkan untuk menghentikan bahaya, bukan untuk menghukum massa di tempat.

Dalam praktiknya, tindakan tegas yang dilakukan secara proporsional harus memenuhi beberapa syarat. Tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum, diperlukan untuk mencegah gangguan, dilakukan secara bertahap, dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan kepolisian dapat dinilai berlebihan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penerapan asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara dilakukan melalui perencanaan, komunikasi, penyesuaian jumlah personel, penggunaan tahapan tindakan, dan evaluasi pascapengamanan. Pola ini menunjukkan bahwa pengamanan tidak dilakukan secara spontan, tetapi disusun berdasarkan pertimbangan situasi.

Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas di Polres Batubara dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga agar tindakan kepolisian tetap sah, terukur, dan manusiawi. Kepolisian tidak diarahkan untuk membatasi kritik mahasiswa, tetapi untuk memastikan agar kritik tersebut disampaikan secara tertib, aman, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis hukum, dapat disimpulkan bahwa Polres Batubara telah berupaya menerapkan asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa melalui pendekatan persuasif dan pengendalian bertahap. Namun, penerapan tersebut tetap membutuhkan konsistensi, pengawasan, dan evaluasi agar setiap anggota di lapangan benar-benar memahami batas tindakan yang diperbolehkan.

Oleh karena itu, asas proporsionalitas menjadi prinsip utama dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa karena mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Tanpa asas ini, pengamanan berpotensi menjadi represif, sedangkan dengan penerapan yang tepat, unjuk rasa dapat berlangsung aman tanpa menghilangkan hak mahasiswa.
C. 
Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Pengamanan Unjuk Rasa Mahasiswa di Polres Batubara
Diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota Polri untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu. Kewenangan ini dibutuhkan karena situasi di lapangan sering kali tidak dapat diprediksi secara pasti. Dalam aksi mahasiswa, perubahan suasana dapat terjadi dengan cepat sehingga petugas perlu memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat.

Diskresi tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Walaupun polisi diberi ruang untuk bertindak menurut penilaiannya, tindakan tersebut tetap harus berdasarkan hukum, kepatutan, dan kepentingan umum. Dengan demikian, diskresi dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa harus digunakan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban, bukan untuk membatasi hak menyampaikan pendapat secara sewenang-wenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., diskresi biasanya digunakan ketika terjadi keadaan mendesak di lapangan. Keadaan tersebut dapat berupa massa yang tiba-tiba menutup jalan utama, adanya provokasi, potensi benturan fisik, atau ancaman terhadap fasilitas umum. Dalam situasi seperti itu, petugas perlu mengambil tindakan cepat agar gangguan tidak berkembang menjadi lebih besar.

Penggunaan diskresi harus selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum dalam pengamanan unjuk rasa bukan hanya kepentingan aparat atau pemerintah, tetapi juga kepentingan peserta aksi, masyarakat sekitar, pengguna jalan, dan pemilik fasilitas umum. Oleh karena itu, keputusan diskresi harus diarahkan untuk menjaga keselamatan semua pihak.

Dalam praktik pengamanan, bentuk diskresi tidak selalu berupa tindakan keras. Diskresi dapat berupa pengalihan arus lalu lintas, perubahan posisi personel, pembatasan area aksi, negosiasi dengan koordinator lapangan, atau tindakan cepat untuk mencegah provokasi. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi justru dapat digunakan sebagai cara untuk menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Kompol Zulham menjelaskan bahwa anggota di lapangan tetap diarahkan untuk mengikuti komando pimpinan. Namun, apabila terdapat keadaan mendesak yang membutuhkan tindakan segera, anggota dapat mengambil langkah awal sepanjang tindakan tersebut bertujuan mencegah bahaya. Setelah itu, tindakan yang diambil tetap harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Diskresi dalam pengamanan unjuk rasa harus sejalan dengan asas proporsionalitas. Artinya, tindakan yang diambil harus sebanding dengan keadaan yang dihadapi. Jika gangguan masih dapat diselesaikan dengan dialog, maka petugas seharusnya tidak langsung menggunakan tindakan fisik. Sebaliknya, jika terdapat ancaman nyata, tindakan yang lebih tegas dapat dilakukan secara bertahap.

Penggunaan diskresi juga harus memperhatikan norma kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia. Dalam aksi mahasiswa, petugas tidak boleh menggunakan ucapan kasar, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat peserta aksi. Sikap petugas menjadi bagian penting dalam menilai apakah diskresi digunakan secara patut atau tidak.

Diskresi memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab jabatan. Setiap keputusan yang diambil anggota kepolisian di lapangan tetap melekat pada tanggung jawab institusional. Oleh sebab itu, apabila tindakan diskresi menimbulkan akibat hukum, maka tindakan tersebut harus dapat dijelaskan berdasarkan alasan hukum, kebutuhan nyata, dan kondisi lapangan.

Menurut Kompol Zulham, pertimbangan utama dalam penggunaan diskresi adalah keselamatan. Apabila suatu tindakan dinilai dapat menjaga keselamatan massa, petugas, dan masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dipilih sepanjang tidak melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi bukan tindakan emosional, melainkan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional.

Dalam kondisi massa menutup jalan, misalnya, petugas tidak langsung membubarkan aksi. Kepolisian terlebih dahulu berupaya berkomunikasi dengan koordinator aksi agar massa dapat bergeser atau membuka sebagian akses jalan. Langkah seperti ini merupakan bentuk diskresi yang proporsional karena tetap memberi ruang aksi sekaligus menjaga kepentingan pengguna jalan.

Diskresi juga dapat digunakan untuk menentukan apakah situasi perlu ditingkatkan menjadi pengendalian massa lanjutan. Keputusan tersebut harus didasarkan pada penilaian terhadap eskalasi massa, potensi kerusuhan, dan kemampuan komunikasi yang masih dapat dilakukan. Dengan demikian, diskresi bukan keputusan yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari proses membaca situasi.

Dalam menggunakan diskresi, kepolisian juga harus memperhatikan asas kebutuhan. Tindakan hanya boleh dilakukan apabila memang diperlukan untuk mencapai tujuan pengamanan. Apabila tidak ada kebutuhan yang nyata, maka penggunaan diskresi dapat dianggap tidak tepat dan berpotensi melanggar hak peserta aksi.

Kompol Zulham menyampaikan bahwa komunikasi selalu menjadi langkah awal sebelum tindakan lain diambil. Petugas diarahkan untuk berbicara dengan perwakilan massa agar situasi dapat dikendalikan tanpa benturan fisik. Dengan demikian, diskresi dalam praktiknya lebih sering diwujudkan dalam bentuk pilihan pendekatan, bukan semata-mata penggunaan kekuatan.

Diskresi juga dapat muncul dalam penentuan prioritas pengamanan. Dalam satu kegiatan unjuk rasa, mungkin terdapat beberapa hal yang harus diamankan sekaligus, seperti massa aksi, jalan umum, kantor pemerintahan, dan masyarakat sekitar. Dalam keadaan tersebut, kepolisian harus menentukan tindakan mana yang paling mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu.

Penggunaan diskresi membutuhkan kemampuan membaca risiko. Tindakan yang secara hukum mungkin dapat dilakukan belum tentu tepat secara situasional apabila berisiko memicu konflik lebih besar. Oleh karena itu, kepolisian harus mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, terutama dalam menghadapi massa mahasiswa yang sedang berada dalam suasana emosional.

Dalam wawancara, Kompol Zulham menegaskan bahwa diskresi tidak boleh dijadikan alasan untuk bertindak di luar prosedur. Diskresi hanya dapat digunakan apabila terdapat keadaan tertentu yang membutuhkan keputusan cepat, dan keputusan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, diskresi yang benar adalah diskresi yang rasional, terukur, dan tidak melanggar hukum.

Diskresi yang baik adalah diskresi yang mampu menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Misalnya, dalam menghadapi massa yang memenuhi badan jalan, pengalihan arus dapat menjadi pilihan lebih tepat daripada memaksa massa membubarkan diri. Tindakan ini lebih bijaksana karena tetap menjaga hak mahasiswa sekaligus mengurangi gangguan terhadap masyarakat.

Dalam hal terdapat peserta aksi yang melakukan pelanggaran, diskresi harus digunakan secara selektif. Kepolisian tidak boleh menyamaratakan seluruh peserta aksi sebagai pelaku pelanggaran hanya karena tindakan beberapa orang. Penindakan harus diarahkan kepada pihak yang benar-benar menimbulkan gangguan agar tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap aksi mahasiswa.

Kompol Zulham menjelaskan bahwa apabila terdapat provokator, petugas berupaya mengidentifikasi orang yang memicu gangguan tanpa langsung membubarkan seluruh massa. Cara ini dilakukan agar peserta aksi yang masih tertib tetap dapat menyampaikan pendapatnya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa diskresi dapat digunakan secara selektif dan tidak berlebihan.

Diskresi juga dapat berkaitan dengan batas waktu aksi. Apabila aksi melewati waktu yang telah diberitahukan, kepolisian tidak langsung membubarkan massa, tetapi terlebih dahulu menyampaikan imbauan agar kegiatan segera diakhiri. Pendekatan ini penting agar tindakan kepolisian tetap terlihat wajar dan tidak menimbulkan ketegangan baru.

Dalam keadaan tertentu, diskresi dapat berupa keputusan untuk tidak melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran ringan. Keputusan tersebut dapat diambil apabila penindakan langsung diperkirakan menimbulkan benturan yang lebih besar. Namun, keputusan seperti ini tetap harus dicatat dan dievaluasi agar tidak dianggap sebagai pembiaran.

Penggunaan diskresi harus disertai dengan pertanggungjawaban. Setiap tindakan yang diambil anggota di lapangan perlu dilaporkan kepada pimpinan agar dapat dinilai apakah tindakan tersebut sudah sesuai prosedur. Pertanggungjawaban ini penting agar diskresi tidak berubah menjadi kewenangan yang tidak terkendali.

Evaluasi terhadap penggunaan diskresi dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan yang diambil sudah tepat. Apabila tindakan terlalu keras, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap anggota. Sebaliknya, apabila tindakan terlalu lambat dan menimbulkan gangguan yang lebih besar, maka pola pengambilan keputusan juga perlu diperbaiki.

Diskresi kepolisian juga berkaitan dengan kepercayaan publik. Apabila diskresi digunakan secara bijaksana, masyarakat akan melihat kepolisian sebagai pelindung dan pengayom. Namun, apabila diskresi digunakan secara berlebihan, maka masyarakat dapat menganggap kepolisian sebagai pihak yang membatasi kebebasan berpendapat.

Dalam konteks Polres Batubara, penggunaan diskresi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Setiap daerah memiliki dinamika sosial yang berbeda, termasuk dalam hal pola aksi mahasiswa. Oleh karena itu, petugas perlu memahami kondisi lokal agar keputusan yang diambil tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga tepat secara sosial.

Kemampuan komunikasi menjadi faktor penting dalam penggunaan diskresi. Petugas yang mampu menjelaskan alasan tindakan kepada massa biasanya lebih mudah meredam ketegangan. Sebaliknya, petugas yang hanya memberikan perintah tanpa penjelasan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perlawanan dari peserta aksi.

Pimpinan lapangan memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan penggunaan diskresi. Pimpinan harus mampu membaca situasi, memberikan arahan, dan memastikan tindakan anggota tetap berada dalam batas hukum. Tanpa arahan yang jelas, diskresi berpotensi digunakan secara berbeda-beda oleh anggota di lapangan.

Menurut Kompol Zulham, diskresi harus selalu dikaitkan dengan tujuan menjaga situasi tetap kondusif. Apabila suatu tindakan tidak membantu menciptakan ketertiban, maka tindakan tersebut tidak perlu dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi bukan soal keberanian bertindak keras, tetapi soal ketepatan memilih langkah.

Dalam aksi mahasiswa, penggunaan diskresi juga harus memperhatikan aspek psikologis massa. Massa yang sedang menyampaikan tuntutan biasanya memiliki emosi yang tinggi. Oleh karena itu, tindakan kepolisian yang terlalu kaku dapat memicu reaksi negatif, sedangkan pendekatan yang tenang dapat membantu menurunkan ketegangan.

Diskresi yang tepat dapat menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai. Kepolisian tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pihak yang membantu menghubungkan massa dengan pihak yang menjadi sasaran aspirasi. Peran ini penting karena unjuk rasa sering kali membutuhkan ruang dialog, bukan sekadar penjagaan fisik.

Berdasarkan hasil wawancara, Polres Batubara berusaha memastikan agar diskresi tetap berada dalam jalur komando dan kepentingan umum. Anggota diarahkan agar tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi pribadi. Hal ini memperlihatkan bahwa diskresi dipahami sebagai kewenangan profesional yang harus digunakan secara hati-hati.

Penggunaan diskresi dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa pada akhirnya merupakan bentuk penyesuaian antara aturan hukum dan kenyataan lapangan. Hukum memberikan pedoman umum, sedangkan situasi lapangan membutuhkan keputusan konkret. Oleh karena itu, diskresi menjadi penting selama tetap digunakan sesuai dengan hukum dan asas proporsionalitas.

Dengan demikian, diskresi kepolisian di Polres Batubara bukanlah kewenangan bebas tanpa batas, melainkan kewenangan untuk mengambil keputusan cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Diskresi yang ideal adalah diskresi yang mampu menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara dilakukan dalam keadaan tertentu, terutama ketika situasi membutuhkan tindakan cepat. Namun, tindakan tersebut tetap harus memperhatikan hukum, kepentingan umum, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban.
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� Pasal 3 huruf d, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 3 huruf c, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai pemetaan situasi aksi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 14 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai pendekatan persuasif kepada mahasiswa, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 5 huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 5 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai penyusunan rencana pengamanan, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 14 ayat (1) huruf i, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Pasal 14 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai tindakan terhadap massa yang masih tertib, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 3 huruf d, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Pasal 5 huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 7 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai komunikasi dengan koordinator aksi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai kendala jumlah massa, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 3 huruf f, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Kompas: Jakarta, 2006), hlm. 112.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai pengendalian emosi petugas, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 15, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai ukuran keberhasilan pengamanan, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 6 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai evaluasi pascapengamanan, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2010), hlm. 83.


� Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, (Cipta Manunggal: Jakarta, 2001), hlm. 92.


� Pasal 6 huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 6 huruf c, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 3 huruf e, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai sikap humanis anggota, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 2 ayat (2), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Pasal 3 huruf b, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai tahapan pengamanan unjuk rasa mahasiswa, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Pasal 18 ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai situasi penggunaan diskresi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 13 huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai bentuk diskresi dalam pengamanan, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai koordinasi anggota dengan pimpinan lapangan, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 3 huruf c, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Pasal 19 ayat (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Sadjijono, Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, (LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2006), hlm. 114.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai pertimbangan keselamatan dalam penggunaan diskresi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 6 huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 5 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Pasal 3 huruf b, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai komunikasi sebagai langkah awal diskresi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 14 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, (Kompas: Jakarta, 2009), hlm. 83.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai batas penggunaan diskresi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 6 huruf c, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai penanganan provokator, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


� Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Rajawali Pers: Jakarta, 2018), hlm. 174.


� Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai evaluasi penggunaan diskresi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (PTIK Press: Jakarta, 2002), hlm. 69.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai karakteristik wilayah Polres Batubara, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, (Cipta Manunggal: Jakarta, 2001), hlm. 92.


� Pasal 8, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai tujuan penggunaan diskresi, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, (Kompas: Jakarta, 2002), hlm. 41.


� Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2005), hlm. 94.


� Hasil wawancara dengan Kompol Zulham, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Batubara, mengenai diskresi sebagai kewenangan profesional, di Polres Batubara, tanggal 4 Juni 2026.


� Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2010), hlm. 91.
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